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ABSTRAK

Berdirinya pegadaian syariah di Indonesia memberikan
dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara. Lembaga
keuangan ini didirikan pada awal tahun 2000-an untuk
memenuhi kebutuhan populasi Muslim yang terus meningkat.
Pegadaian syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam, terutama dalam menghindari riba. Melalui metode
kualitatif, studi ini akan melakukan studi pustaka dimana
penulis menganalisis dan mereview paparan dari jurnal atau
buku di internet untuk mengidentifikasi mekanisme
operasional yang diterapkan Pegadaian Syariah dalam
memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan hukum
Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
Pegadaian Syariah dalam mencapai keuntungan tanpa
melanggar prinsip riba. Selain itu, penelitian ini juga
mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Pegadaian Syariah
dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini diharapkan
dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi seluruh pembaca
mengenai sistem pegadaian syariah serta memberikan
wawasan tentang bagaimana lembaga keuangan ini dapat
menjaga prinsip syariah sambil tetap mencapai profitabilitas.
Kata kunci: pegadaian syariah, riba, profitabilitas

ABSTRACT

The establishment of Sharia pawnshops in Indonesia has had a
significant impact on the country’s economy. This financial institution
was founded in the early 2000s to meet the needs of the growing
Muslim population. Sharia pawnshops operate according to Islamic
principles, particularly by avoiding usury (riba). This study aims to
analyze the effectiveness of Sharia pawnshops in achieving profitability
without violating the principle of riba. Additionally, the research
explores the challenges Sharia pawnshops face in reaching these
objectives. Through a qualitative approach, this study will conduct a
literature review, where the author will analyze and review content
from journals or books on the internet to identify the operational
mechanisms applied by Sharia pawnshops to ensure sustainability and
compliance with Islamic law. This research is expected to provide
readers with additional insights into the Sharia pawnshop system and
to offer an understanding of how this financial institution can uphold
Sharia principles while still achieving profitability.
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PENDAHULUAN

Dalam figh Islam, pegadaian dikenal dengan istilah ar-rahn, yang secara etimologis berarti
"tetap" atau "kekal." Secara terminologis, ar-rahn merujuk pada harta benda yang dijadikan
jaminan atas pinjaman. Dengan demikian, jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman,
jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi utangnya (Dahniar, 2022).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat.
Dalam sistem ekonomi Islam, konsep riba (riba) sangat dilarang. Al-Quran secara eksplisit
melarang praktik riba, dengan menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi
keuangan (Al-Quran 2:275-280). Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor
keuangan sudah semakin populer, dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan berbasis
syariah seperti Pegadaian Syariah (Ahmad R, 2022).

Pegadaian Syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, menghadapi tantangan
dalam mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba. Lembaga ini harus memastikan
bahwa mekanisme dan praktik operasionalnya sesuai dengan hukum Islam, sementara juga
menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (Ahmad R, 2022).
Tantangan ini sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya
beragama Islam dan mengharapkan lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.

Terlepas dari pentingnya kepatuhan syariah, masih kurangnya penelitian tentang
efektivitas Pegadaian Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindari riba.
Kesenjangan pengetahuan ini sangat penting, karena hal ini menghambat perkembangan
lembaga keuangan berbasis syariah dan pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.
Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Pegadaian Syariah dalam memastikan
operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari praktek
riba. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Pegadaian
Syariah dalam mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba. Dengan mengkaji penerapan
prinsip-prinsip syariah di Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
tambahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai sistem Pegadaian Syariah, serta
memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga ini dapat tetap mematuhi prinsip syariah
sambil mencapai profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis mekanisme
operasional yang diterapkan Pegadaian Syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan
peneliti untuk mendalami aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam
operasional pegadaian syariah, yang sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Melalui
pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menangkap dinamika dan tantangan yang dihadapi
oleh pegadaian syariah dalam memastikan keberlanjutan usahanya sambil tetap mematuhi
prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam menghindari praktek riba.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu
proses mengumpulkan data dan informasi dari berbagai dokumen tertulis yang dapat
mendukung penulisan (Yustika et al.,, 2023). Sumber penelitian ini mencakup berbagai studi
terdahulu yang relevan dan juga didukung oleh hasil kajian yang telah dipublikasikan oleh
sejumlah lembaga dalam bentuk jurnal atau kajian ilmiah.

Sumber-sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari studi-studi terdahulu yang
relevan dan mendalam tentang ekonomi syariah, termasuk penelitian-penelitian yang membahas
aspek-aspek khusus pegadaian syariah, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah. Selain
itu, penelitian ini didukung oleh artikel jurnal dan kajian ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga
akademik maupun lembaga pemerintah, yang memberikan informasi terkini mengenai peran
pegadaian syariah dalam mendukung ekonomi lokal. Data yang dikumpulkan ini akan dianalisis
secara kritis untuk menggambarkan bagaimana pegadaian syariah mampu mencapai
keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan syariah, serta untuk memahami tantangan-
tantangan yang muncul dalam praktiknya.
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Hasil dari studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif
mengenai peran pegadaian syariah dalam ekonomi Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga
bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya
dalam memahami bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam sambil tetap mencapai tujuan profitabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kurniawan (2022), pegadaian yang beroperasi dengan prinsip bebas bunga
atau interest-free adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan tanpa mengenakan
bunga kepada nasabah gadai. Di Indonesia, konsep ini diterapkan pada pegadaian syariah, yang
menggunakan akad-akad syariah seperti akad rahn, di mana aset yang digadaikan menjadi
jaminan bagi pembiayaan. Sistem ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba
(bunga), sehingga lebih menitikberatkan pada konsep kemitraan atau pembagian keuntungan
yang adil antara nasabah dan lembaga keuangan. Pegadaian syariah memainkan peran penting
dalam menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan syariah, khususnya bagi masyarakat
Muslim yang ingin menghindari riba. Pegadaian syariah beroperasi dengan menggunakan akad
rahn (jaminan) dan ijarah (sewa), yang memungkinkan lembaga ini untuk memberikan pinjaman
tanpa bunga. Menurut Abdul Rahim (2015), terdapat dua jenis riba dalam utang-piutang:

a. Riba Qardh, yaitu riba ini adalah tambahan atau kelebihan tertentu yang dibebankan
kepada pihak peminjam di luar jumlah pokok pinjaman.

b. Riba Jahiliyah, riba ini terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi utangnya pada waktu
yang telah disepakati, sehingga harus membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman.
Kedua jenis riba ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perbankan

syariah, yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (2022), pegadaian syariah tetap
menjaga profitabilitas melalui penerapan biaya administrasi yang sejalan dengan prinsip syariah,
yang berbeda dari lembaga konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber
pendapatan.

Menurut Kurniawan (2022), definisi dari biaya administrasi untuk pegadaian syariah
adalah suatu biaya yang digunakan dan dikeluarkan untuk menutupi layanan operasional yang
diberikan oleh pegadaian, biaya ini menggantikan fungsi keuntungan yang biasanya diambil
dari bunga pada pegadaian konvensional karena pegadaian syariah tidak menggunakan sistem
bunga (interest-free). Biaya administrasi ini digunakan untuk operasional, seperti biaya
penyimpanan barang gadai, pengelolaan layanan, dan aspek teknis lainnya yang berkaitan
dengan proses gadai sesuai prinsip syariah.

Terdapat dua syarat atau komponen agar menghindari riba dari biaya administrasi:

a. Biaya administrasi harus dihitung berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan dalam
proses transaksi. Ini mencakup biaya pemrosesan dokumen, materai, gaji, dana
penyelidikan, serta biaya telekomunikasi. Dengan demikian, angka yang ditampilkan
mencerminkan "nilai riil" dari pengelolaan yang telah dilakukan.

b. Persentase biaya administrasi tidak boleh dikaitkan dengan jumlah dana yang disalurkan,
kecuali jika persentase tersebut mencerminkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk
menyelesaikan transaksi. Jika kebijakan BMT menetapkan bahwa "biaya administrasi 1%
dari dana pembiayaan" tanpa mengacu pada biaya nyata yang dikeluarkan, hal ini dapat
termasuk dalam praktik riba secara kronologis, yang dilarang dalam ajaran Islam.
Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV /2001, biaya administrasi dapat

dibebankan kepada nasabah gadai sebagai bentuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh
lembaga untuk mendukung biaya operasional syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa selama
biaya administrasi tersebut merupakan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh pegadaian dan
tidak berdasarkan jumlah pinjaman, maka biaya ini tidak termasuk sebagai tambahan yang
mengandung unsur riba (Purbasari, 2017).

Pegadaian syariah juga berkontribusi terhadap inklusi keuangan, terutama untuk
masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam
transaksi riba. Menurut Modjo (2020), pegadaian syariah memainkan peran penting dalam
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meningkatkan kesejahteraan melalui pinjaman jangka pendek yang mematuhi prinsip-prinsip
keuangan syariah. Meski demikian, pegadaian syariah menghadapi tantangan dalam mencapai
keuntungan tanpa melanggar prinsip riba, karena harus bersaing dengan lembaga konvensional
dalam hal biaya dan aksesibilitas (Yustika et al., 2023).

Secara keseluruhan, pegadaian syariah telah memberikan solusi pembiayaan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan berkontribusi terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Mekanisme
operasionalnya, seperti penerapan akad rahn dan ijarah, memungkinkan masyarakat untuk
mendapatkan pinjaman tanpa melibatkan unsur riba (Kurniawan, et al., 2022). Namun, di
samping berbagai kelebihan ini, terdapat sejumlah tantangan dan kekurangan yang masih
dihadapi oleh pegadaian syariah. Beberapa kekurangan ini berdampak pada daya saing dan
aksesibilitas layanan, khususnya dalam konteks yang lebih luas.

Pegadaian syariah menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait biaya administrasi
yang kadang masih dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat. Hal ini dapat mengurangi daya
tariknya dibandingkan lembaga konvensional yang menawarkan suku bunga rendah. Selain itu,
pegadaian syariah masih terbatas dalam hal jangkauan aksesibilitas, terutama di daerah
pedesaan, di mana infrastruktur layanan syariah belum merata. Kekurangan lainnya termasuk
keterbatasan produk dan layanan dibandingkan pegadaian konvensional, sehingga pilihan
pembiayaan bagi nasabah syariah menjadi terbatas (Purwanto, 2015; Atholllah & Yudha, 2022).

Pegadaian Syariah menggunakan banyak pendekatan penting untuk tetap sehat dan
sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya adalah pengawasan syariah internal, di mana Dewan
Pengawas Syariah (DPS) memantau setiap produk dan kebijakan perusahaan untuk memastikan
bahwa mereka sesuai dengan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa seluruh kegiatan Pegadaian Syariah selalu sesuai dengan hukum Islam,
khususnya dalam menghindari riba Selain itu, Pegadaian Syariah mengadakan pelatihan
pelanggan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap barang-
barang syariah mereka (Amiruddin K, 2020).

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah telah mempertahankan posisi yang kuat dalam
industri keuangan syariah berkat penerapan mekanisme operasional yang menghindari riba dan
berfokus pada keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berhasil mencapai keuntungan
tanpa melanggar prinsip riba Islam. Pegadaian Syariah berupaya mencapai keuntungan tanpa
melanggar prinsip riba dengan menerapkan biaya administrasi yang sesuai dengan prinsip
syariah, bukan bunga. Biaya ini dihitung berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan untuk
operasional, seperti penyimpanan barang gadai, pengelolaan layanan, dan proses administrasi
lainnya. Pegadaian Syariah juga beroperasi menggunakan akad-akad yang sesuai dengan
syariah, seperti akad rahn (jaminan) dan ijarah (sewa), yang memungkinkan mereka untuk
memberikan pembiayaan tanpa bunga. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional yang
bergantung pada bunga sebagai sumber pendapatan mereka, hal ini berbeda.

Pegadaian Syariah menggunakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan
pengawasan syariah internal untuk memastikan bahwa operasional dan produk yang dijual tetap
sesuai dengan prinsip syariah. Peran pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa
seluruh kebijakan dan produk yang digunakan tidak mengandung unsur riba, sehingga
mematuhi ketentuan hukum Islam.

Secara keseluruhan, tujuan utama Pegadaian Syariah, yaitu menyediakan solusi
pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam dan berpotensi upaya untuk meningkatkan akses
dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, termasuk produk dan layanan
keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi.

Pegadaian Syariah berhasil menjaga integrasi syariah dengan menghasilkan keuntungan
meskipun ada tantangan dalam hal persaingan dan kemudahan akses. Salah satu dari
tantangannya adalah masalah biaya administrasi yang terkadang dianggap tinggi oleh sebagian
masyarakat. Meskipun biaya ini dirancang untuk menggantikan bunga pada lembaga keuangan
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konvensional, biaya administrasi yang masih dianggap cukup besar bisa mengurangi daya tarik
pegadaian syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan bunga
lebih rendah. Hal ini membatasi potensi layanan yang di seluruh lapisan masyarakat. Untuk
mengatasi tantangan ini, pegadaian syariah terus berinovasi dan memperkuat pengawasan
syariah internal.

Di samping itu, pegadaian syariah juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat
untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan mereka. Dengan
pendekatan tersebut, pegadaian syariah tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip Islam, tetapi juga berupaya untuk tetap bersaing di pasar yang semakin berkembang
dengan memastikan keberlanjutan dan transparansi operasionalnya.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang
dan memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat
yang mengedepankan prinsip syariah.
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